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Abstrak

Penelitian ini menganalisis politik hukum pengaturan dana desa dan alokasi dana desa (add) di
indonesia sebagai instrumen strategis pembangunan desa pasca-Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat otonomi desa, desentralisasi fiskal, dan
pemberdayaan masyarakat melalui transfer anggaran langsung dari apbn dan apbd, dengan tujuan
mengurangi ketimpangan regional serta mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD
1945. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan statute dan conceptual approach, penelitian
menelaah norma hukum primer seperti uu desa beserta turunannya, doktrin politik hukum, dan studi
empiris terkait efektivitas implementasi. Hasil menunjukkan bahwa pengaturan dana desa
mencerminkan paradigma pembangunan berbasis masyarakat melalui musyawarah desa dan prioritas
pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi seperti bumdes, meskipun terkendala oleh
regulasi kaku, kapasitas aparatur rendah, dan pengendalian pusat yang dominan. Penelitian
menyimpulkan adanya kesenjangan antara norma normatif dan praktik lapangan, sehingga
rekomendasi mencakup penyederhanaan regulasi, penguatan pengawasan partisipatif via bpd dan
transparansi publik, serta pergeseran fokus ke outcome kesejahteraan seperti kemandirian ekonomi.
Pengembangan politik hukum ke depan diharapkan lebih efektif, akuntabel, dan responsif untuk
transformasi desa mandiri.

Kata Kunci: Politik Hukum, Dana Desa, Otonomi Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Akuntabilitas.

Abstract

Thiis stuudy aanalyzes thee legal politics off regulating villlage fuunds aand thhe allocation off
villlage funds (ADD) in Indonesia as a strategic instrument for village development after Law
Number 6 of 2014. This policy is designed to strengthen village autonomy, fiscal decentralization,
and community empowerment thru direct budget transfers from the state and regional budgets, with
the aim of reducing regional disparities and achieving social justice as mandated by the 1945
Constitution. Using a norrmative leegal approach with a stattute aand coonceptual apprroach, tthe
research examines prrimary leegal norms such as village laws and their derivatives, legal political
doctrines, and empirical studies related to implementation effectiveness. Tthe resuults shoow thhat
thee manageement of viillage fuunds reflects a community-based development paradigm thru village
consultations and priorities for infrastructure development and economic empowerment such as
village-owned enterprises (Bumdes), although constrained by rigid regulations, low apparatus
capacity, and dominant central control. The research concludes that there is a gap between
normative norms and field practices, so the recommendations include simplifying regulations,
strengthening participatory oversight thru village councils and public transparency, and shifting the
focus to welfare outcomes such as economic independence. Future legal and political development is
expected to be more effective, accountable, and responsive for the transformation of independent
villages.

Keywords: Legal Politics, Village Funds, Village Autonomy, Community Empowerment,
Accountability.
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PENDAHULUAN

Pengembangan desa di Indonesia sejak diundangkannya Undaang-Undaang Noomor 6
Taahun 2014 teentang Deesa memunculkan peruubahan paaradigma daalam kebijakan
pembangunan nasional. Salah satu upaya strategis dalam kebijakan tersebut adalah
pemberian Dana Desa (village fund) daan Aalokasi Daana Deesa (ADD) yaang bersumberr
darii APBNN daan APPBD yang dialokasikan langsung kepada desa sebagai bentuk transfer
fiskal yang bertujuan untuk memperkuat otonomi desa serta meningkatkan kapasitas desa
dalam pembangunnan daan pemberdayaan maasyarakat lokal. Daana Deesa dirancang
sebagaai instrumen politik hukum untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat desa yang selama ini mengalami ketimpangan pembangunan jika
dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Secara teoritis, kebijakan ini merupakan bagian
dari strategi desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat memperkuat pemerintahan desa dan
mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pengambilan keputusan anggaran yang lebih
dekat dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam konteks politik hukum, pengaturan Dana Desa dan ADD tidak hanya sebatas
mekanisme teknis alokasi anggaran, tetapi juga merupakan ekspresi dari pilihan nilai dan
strategi negara dalam struktur pemerintahan yang demokratis. Pendekatan politik hukum
terhadap Dana Desa mencerminkan komitmen negara untuk menempatkan desa sebagai
aktor sentral dalam pembangunan nasional, di mana keputusan tentang perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana berada pada tingkat desa. Dengan
demikian, politik hukum pengaturan ini hendak mentransformasikan praktik pembangunan
top-down menjadi proses yang lebih partisipatif dan relevan dengan aspirasi masyarakat
desa. Namun, konflik nilai, ketimpangan kemampuan sumber daya manusia, serta hambatan
regulatif sering menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini.

Secara normatif, kebijakan Dana Desa telah diatur dalam sejumlah peraturan
perundang-undangan sebagai dasar hukum alokasi, penggunaan, dan pengawasan dana desa.
Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya memberikan mandat penggunaan Daana
Deesa uuntuk penyeelenggaraan peemerintahan deesa, pelaaksanaan peembangunan deesa,
peembinaan keemasyarakatan, daan pembeerdayaan maasyarakat deesa. Penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa pengaturan Dana Desa sebagai instrumen pembangunan
dan pemberdayaan bukan semata-mata bentuk transfer fiskal, melainkan juga sebagai
instrumen politik hukum yang membawa harapan besar bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa. Kendati demikian, dalam implementasinya terdapat gap antara aturan dan
praktik di lapangan, termasuk masalah prioritas kegiatan, partisipasi masyarakat, dan
keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap tujuan pembangunan yang diamanatkan
oleh peraturan.

Dana Desa secara struktural meenjadi aalat kontrool pemeerintah puusat terhadap
pemerintahan deesa untuk melaakukan peemberdayaan daan pembaangunan, namun
pengaturan terseebut lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga potensi
desentralisasi sejati belum terwujud sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa arah politik
hukum dalam pengaturan Dana Desa perlu memperkuat otonomi desa tanpa mengabaikan
prinsip akuntabilitas dan keterwakilan masyarakat dalam perencanaan dan penggunaan dana
tersebut.

Selain itu, studi empiris lain menguungkapkan baahwa aalokasi Daana Desaa
berdampak signiifikan teerhadap peemberdayaan maasyarakat di tingkat lokal, meskipun
masih terjadi perbedaan hasil pemanfaatan antar desa. Misalnya, penelitian yang
menganalisis pengaruh aalokasi Daana Deesa teerhadap peemberdayaan maasyarakat dalam
konteks akuntaabilitas pemeerintah deesa menemukan bahwa alokasi yang tepat dapat
mendorong pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Namun, terdapat faktor lain
seperti kualitas tata kelola dan transparansi yang berpengaruh terhadap efektivitas
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penggunaan dana tersebut.

Dari sisi pembangunan, Dana Desa juga memiliki peeran peenting daalam meendorong
peembangunan iinfrastruktur desa yaang mendukung aksesibilitas dan pemberdayaan
ekonomi lokal. Penelitian mengenai hubungan Dana Desa dengan pembangunan ekonomi di
tingkat desa menunjukkan bahwa penggunaan dan perencanaan yang tepat terhadap Dana
Desa dapat mempercepat pembangunan yang berkelanjutan serta memperbaiki indikator
pembangunan di desa. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi tantangan
dalam hal kapasitas perencanaan dan keterbatasan sumber daya di desa.

Konsep politik hukum dalam pengaturan Dana Desa tidak terlepas dari dimensi
akuuntabilitas daan traansparansi. Pengawasan atas pengguunaan Daana Desa menjadi aspek
penting untuk menghindari penyalahgunaan anggaran sekaligus memastikan bahwa tujuan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar tercapai. Beberapa penelitian
menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Dana Desa sehingga
penggunaan dana lebih tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan lokal. Keterbukaan
informasi publik dalam pengelolaan dana desa telah menjadi indikator penting dalam
evaluasi mekanisme alokasi dan penggunaan dana tersebut.

Dalam prakteknya, politik hukum pengaturan Dana Desa dan ADD selama inii
menghaadapi berbaagai bentuk taantangan, mulaai dari keterbaatasan kapabilitas aparat desa
hingga kompleksitas regulasi yang tumpang tindih. Permasalahan ini mengindikasikan
bahwa upaya untuk menjadikan Dana Desa sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat
masih memerlukan strategi politik hukum yang lebih matang, efektif, akuntabel, daan
berorientaasi paada kesejaahteraan maasyarakat desaa. Oleeh kaarena iitu, peenelitian iini
meenjadi pentiing untuuk mengevaluasi sejauh mana arah politik hukum dalam pengaturan
Dana Desa telah mencerminkan upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
serta bagaimana pengembangan politik hukum tersebut ke depan agar lebih efektif dan
responsif terhadap kebutuhan desa.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu Menganalisis arah dan tujuan politik hukum dalam
pengaturan Daana Deesa daan Aalokasi Daana Desaa di Indonesia, Menelaah sejauh mana
pengaturan Daana Desaa daan Aalokasi Daana Desaa dalaam peraturaan perundang-
undangan mencerminkan upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,
Mengembangkan rekomendasi politik hukum pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
agar lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitilan inii menggunaakan meetode peneliitian yuriidis normaatif, yaiitu
penelitilan yaang meniitikberaatkan paada kaajian terhaadap noorma huukum tertuliis
dengan cara meneelaah peraaturan peerundang-undaangan, aasas-aasas huukum, daan
dooktrin huukum yaang releevan deengan pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Pendeekatan yaang digunaakan meliputii pendeekatan peerundang-undaangan (staatute
approaach) daan perndekatan konsepptual (concepptual approaach) untuuk mengaanalisis
arah dan tujuan politik hukum dalam kebijakan Dana Desa. Bahan hukum yaang diguunakan
terdiiri ataas baahan huukum priimer, seekunder, daan tersiier yaang diaanalisis seecara
kuaalitatif unntuk mempperoleh kesiimpulan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Arah dan Tujuan Politik Hukum dalam Pengaturan Daana Deesa daan Aalokasi
Daana Deesa di Indonesia

Politik hukuum dalaam pengaturan Daana Desaa daan Alokaasi Daana Desaa (ADD)
dii Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma pembangunan nasional yang
menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Arah politik hukum tersebut secara
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normatif tercermin daalam Undaang-Undaang Noomor 6 Taahun 2014 teentang Deesa
yaang memberikan pengaakuan daan peenghormatan terhadap desaa sebagai entitas
pemerintahan yaang memiiliki haak asaal-usuul daan kewenaangan lokaal berskaala desaa.
Daana Desaa dan ADD merupakan instrumen kebijakan hukum yang dirancang untuk
memperkuat otonomi desa, mempercepat pembangunan, dan mengurangi ketimpangan
sosial-ekonomi antara desa dan kota. Dalam perspektif politik hukum, kebijakan ini
mencerminkan kehendak negara untuk melakukan redistribusi sumber daya keuangan secara
lebih adil melalui mekanisme desentralisasi fiskal berbasis desa.

Tujuan utama politik hukum pengaturan Dana Desa dan ADD adalah mendorong
kemandirian desa dalam mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai
dengan kebutuhan lokal. Negara melalui hukum tidaak haanya berperaan sebaagai
regulaator, tetaapi jugaa sebaaagai faasilitator yang menyediakan kerangka hukum agar desa
mampu mengelola anggaran secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Politik hukum ini
berangkat dari asumsi bahwa desa lebih memahami kebutuhan masyarakatnya dibandingkan
pemerintah pusat, sehingga pemberian kewenangan pengelolaan keuangan kepada desa
diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan
berkelanjutan. Namun demikian, arah politik hukum tersebut juga menunjukkan adanya
kontrol negara yang kuat melalui pengaturan teknis, pengawasan, dan penentuan prioritas
penggunaan Dana Desa oleh pemerintah pusat.

Dalam praktiknya, politik hukum Dana Desa berada dalam tarik-menarik antara
prinsip otonomi desa dan kepentingan pengendalian oleh negara. Di satu sisi, desaa
diberikaan kewenaangan untuuk merencaanakan daan melaaksanakan pembaangunan secara
mandiri, tetaapi di sisi lain penggunaan Dana Desa sangat ditentukan oleh kebijakan
nasional yang dituangkan dalam peraturan menteri setiap tahunnya.  Kondisi ini
menunjukkan bahwa tujuan politik hukum Dana Desa tidak sepenuhnya murni
desentralisasi, melainkan kombinasi antara desentralisasi dan sentralisasi kebijakan.
Beberapa kajian akademik menyebutkan bahwa arah politik hukum Dana Desa masih
bersifat top-down karena desa harus menyesuaikan perencanaan pembangunan dengaan
prioritaas nasionaal yaang ditetaapkan oleh pemerintaah pusat.

Meski demikian, secara konseptual politik hukum pengaturan Dana Desa dan ADD
memiliki tujuan strategis untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat
desa. Dana Desa diposisikan sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) yang
diharapkan maampu meningkaatkan kuaalitas hiidup masyaraakat deesa melaalui
pembangunan infraastruktur, peniingkatan kapasitas ekonomi, sertaa pemberdaayaan sosial.
Dengan demikian, arah politik hukum Daana Desaa tidak hanya berorientasi paada
pembangunaan fisik, tetapi juga paada pembangunan manusia daan penguatan kelembagaan
desa. Oleh karena itu, keberhasilan politik hukum ini sangat ditentukan oleh konsistensi
regulasi, kapasitas aparatur desa, dan efektivitas sistem pengawasan.

Pengaturan Danaa Desaa dan Alokaasi Daana Desaa dalaam Peraturaan Perundang-
Undangan Mencerminkan Upaya Pembaangunan daan Pemberdaayaan Maasyarakat
Desaa

Pengaturan Daana Desaa dan AaDD dalam peraturan perundang-undangan
menunjukkan komitmen negara untuk menjadikan desa sebagai basis peembangunan daan
pembeerdayaan maasyarakat. Secara normatif, Daana Deesa diatur daalam Undaang-
Undaang Nomoor 6 Taahun 2014 tentaang Desaa, yaang kemudian dijabaarkan i laanjut
melalui berbagai peraturan pelaksana, sepeerti Peraaturan Peemerintah, Peeraturan Meenteri
Keeuangan, daan Peraaturan Meenteri Desa. Regulasi tersebut meenegaskan baahwa Daana
Deesa diprioritaaskan uuntuk peembiayaan peembangunan deesa dan peemberdayaan
maasyarakat deesa, yaang meliputi peningkatan kuaalitas hiidup, penaanggulangan
keemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal.

Dalam kerangka hukum, pengaturan Dana Desa mencerminkan pendekatan
pembangunan berbasis masyarakat (community-based development). Perencanaaan
penggunaaan Daana Desaa harus dilakukan melalui mekaanisme musyawarah desaa, yang
melibatkan masyarakat secara langsung dalam penentuan prioritas pembangunan. Hal ini
menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak hanya mengatur aspek
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administratif, tetapi juga mengandung nilai partisipasi dan demokrasi lokal. Dengan
demikian, pengaturan Dana Desa berfungsi sebagai sarana hukum untuk memberdayakan
masyarakat desa agar tiidak laagi menjaadi objeek peembangunan, meelainkan subjeek
yaang aaktif meneentukan aarah peembangunan deesanya seendiri.

Aalokasi Daana Deesa (ADD) yaang bersuumber daari APBD kabupaaten/kotaa juga
memiliki tujuan serupa, Yyaitu memperkuat kapasitas pemerintahan desaa daan
meningkaatkan pelayaanan publiik di tingkaat desaa. ADD berperan penting dalam
membiayai operasional pemerintahan desa serta mendukung pelaksanaan program
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Secara yuridis, pengaturan ADD
mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan desa dalam mewujudkan pembangunan
yang berkeadilan. Namun, perbedaan kemampuan fiskal antar daerah menyebabkan besaran
ADD vyang diterima desa tidak merata, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat belum
sepenuhnya tercapai secara optimal.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi Dana Desa telah
dirancang untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan, implementasinya masih
menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbaatasan kapaasitas
sumberr dayaa manusiia aparatur desa, kompleksitas regulaasi, serta minimnya
pendampingan teknis. Akibatnya, penggunaan Dana Desa sering kali lebih difokuskan pada
pembangunan infrastruktur fisik daripada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif peraturan perundang-
undangan dan realitas implementasi di lapangan.

Politik Hukum Pengaturan Daana Deesa dan Aalokasi Daana Deesa Seharusnya
Dikembangkan Agar Lebih Efektif, Akuntabel, dan Berorientasi pada Kesejahteraan
Masyarakat Desa

Pengembangan politik hukum pengaturan Dana Desa dan ADD ke depan harus
diarahkan pada peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan orientasi kesejahteraan
masyarakat desa. Efektivitas kebijakan Dana Desa sangat bergantung pada kejelasan
regulasi dan konsistensi kebijakan pemerintah. Politik hukum yang ideal seharusnya
memberikaan ruaang yaang lebih luaas baagi desaa untuuk berinovasi dalaam penggunaan
dana, tanpa terjebak pada regulasi teknis yang terlalu kaku. Penyederhanaan regulasi dan
penguatan kapasitas aparatur desa menjadi prasyarat penting agar Dana Desa benar-benar
berfungsi sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari aspek akuntabilitas, politik hukum Dana Desa harus menekankan penguatan
sistem pengawasan yang bersifat preventif dan partisipatif. Pengawasan tidak hanya
dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat desa
melalui mekanisme transparansi dan keterbukaan informasi publik. Dalam konteks ini,
hukum harus berperan sebagai alat untuk menciptakan budaya akuntabilitas, bukan semata-
mata sebagai instrumen represif. Penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan
masyarakat sipil menjadi bagian penting dari desain politik hukum yang berorientasi pada
taata kelolaa pemerintaahan desaa yang baiik (good villlage goovernance).

Orientasi kesejahteraan masyarakat desa juga menuntut perubahan fokus penggunaan
Dana Desa dari sekadar pembangunan fisik menuju pemberdayaan ekonomi dan sosial.
Politik hukum Dana Desa seharusnya mendorong pengembangan ekonomi produktif desaa,
sepeerti Baadan Usahaa Miliik Desaa (BUMDees), peningkatan keterampilan masyaraakat,
daan penguatan ketahanan sosial. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya menghasilkan
output berupa infrastruktur, tetapi juga outcome berupa peningkatan kesejahteraan dan
kemandirian masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan tujuaan negaara sebagaimaana
diamanatkan dalaam Pembukaaan UUD 1945 untuuk mewujudkaan keaadilan sosiial baagi
seluuruh raakyat Indonesiaa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai politik hukum pengaturan Dana Desa dan Alokasi
Danaa Desaa, dapat disimpulkan bahwa arah dan tujuan politik hukum kebijakan tersebut
secara normatif ditujukan untuk memperkuat otonomi desa, mempercepat pembangunan,
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serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan
keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Pengaturan Daana Desaa daan Alokaasi
Daana Desaa dalaam peraaturan perundang-undangan telah mencerminkan komitmen negara
untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan melalui mekanisme desentralisasi
fiskal, partisipasi masyarakat, dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Namun
demikian, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif dan
praktik di lapangan, terutama akibat keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas
regulasi, serta dominasi kebijakan top-down yang membatasi ruang inovasi desa. Oleh
karena itu, politik hukum pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa perlu
dikembangkan ke arah yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan
masyarakat desa dengan menekankan penyederhanaan regulasi, penguatan pengawasan
partisipatif, serta pergeseran fokus penggunaan dana dari pembangunan fisik semata menuju
pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan pengembangan politik hukum yang
demikian, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diharapkan benar-benar berfungsi sebagai
instrumen strategis untuk mewujudkan kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan.
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